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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR Z9 TAHUN 2016

TENTANG

EI:DUDUKAN, SUSUNAN ORGANIBASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN KABUPATEN M UKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

bahwa untuk melaksanakan  ketentuan pada Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupatien Mukomuko Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukar dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mukomuke, dipandang perly menetapkan -
Peraturan Bupad tentang Kt:dudukan, Susunan Organisasi,

' Tugas dan Fungsi Serta Tats Keja Dinas Satuan Polisi

Pamong Praju  dun Peinadam  Kebakaran Kabupaten
Mukomuko;

I.Undang—Undang Nemor 3  Tahun 2003 tentang
Pembentukan iq buparer Mukomukao, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4260);

2. Undang—L’ndang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

« Negara Republik Indonesia Nomor ©587), sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor g Tahun 2015 (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesiy Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan

- Lemburan Negara Kepublhik ludonesia Nomar 2679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesja Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten  Mukomuko Nomor 10
Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Dacrah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
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MEMUTUSEKAN :

' Wems=tipkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

n [0 l ]
|'{|

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

“SS== “craturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

£=5upaten adalah Kabupaten Mukomuko.
S=merintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Supati adalah Bupali Mukomuko,

== Bupati adalah Wakil Bupati Mukemuko.
=r=taniat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
=<retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

—nas adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
S=5upaten Mukomuko.

S=lompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
===s, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang
—=-ux menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
“=me<a mendukung kelancaran tugas Dinas.

EBAB [1
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Hedudukan

Pasal 2

s merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Satuan
st Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

o < M |

s sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dipimpin cleh Kepala Dinos
= Serkeaudukan di bawab dan Bortanggiing jawab wepada Bupat.
melul Sekretaris Dacrah.

Jinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas membanty
Supat melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dan tugas pembantuan vang diberikan
Zepada Kabupaten,

Dmes dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
menvelenggarakan fungsi:
&  perumusan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;
pelaksanaan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;

-
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya:
pelaksanaan administrasi dinas: dan ’

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Busunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas, terdiri alas:
Kepala Dinas membawahi:

1.

o

6.

7.

Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan:

b. Sub Bagian Keuangan;

€. Bub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perlindungan Musyara kal, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri
dari:

4. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

¢. Seksi Sumber Daya Aparatur.

Bidang'Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi
3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a. Seksi Operasional dan Pengendalian;

b. Seksi Ketertiban Umum 2

c. Seksi Kerjasama.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi 3 (tiga)
Seksi terdiri dari: :

a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

D. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

c. Seksi Pengawasan,

Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari: o
a. Seksi Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran:
b. Beksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;

Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penvelaumatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
ercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB JII
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, merngkoordinasikan dan
mempcrtanggung  jawabkan  kebijakan  teknis penyusunant  dan
pelaksanaan  kebijakan dacrah vang Dbersifat speéiﬁk di  bidang
penvelenggaiaan ketertiban wmim, ketenteraman masyarakat,
periindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

menyelenggarakan fungsi:

= merumuskan kebijakan dan pedoman petunjuk penyelenggaraan
xetenteraman dan ketertiban umum daerah dengan melakukan
strategi kegiatan operasional ketertiban, penerangan dan penyuluh
serta penyidikan dan penindakan berdasarkan wewenang yang ada
dankondisi obyektif dilapangan serta pedoman dalam melaksanakan
tugas;

5. menyelenggarakan koordinasi kerja sama dan konsultasi dengan

aparatur pemerintah serta pihak yaug terkait dalam rangks membina

keamanan dan ketertiban masyarakat;

menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati walkdl

Bupati dan pejabat penting lainnyea;

d. mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum melalui patroli,dukungan keamanan terhadap
xegiatan dinas instansi dan penjagaan asset-aset penting milik
pemerintah Kabupaten Mukomuko;

€ menyiapkan sarana dan prasarana  untuk pengendalian dan
monitoring gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui
patroli, pengendalian unjuk rasa, pengendalian bencana alam dan
ulah manusia sehingga setiap gangguan dapat dimonitor dan
diantisifasi;

.”

celaksanaakan pomantouan, pengendalian,  pengawasan  dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan
scdang berjalan berdasarkan rencana, realisasi dan sasaran dengan
mempedomani kondisi obyektil dilapaungan sebagai bahan dalam
penyusunan program dalam tahun berikutnya;

g- mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar
pclaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar:

h. menilai hasil kerja bawahannya dengan jalan memonitoring dan
mengevaluasi  hasil  kerjanya untuk  bahan pertimbangan
pengembangan karir; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan  tugas-tugas  dj bidang  pengelolaan pelayanan
kesckretariatan yang meliputi pengkoordinasian pPenyusunan program,
pengelolaan  umum, kepegawaian,  pengelolaan keuangan dan
pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan sertza melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan untuk
mendukung kelancaran;

b. mengkoordinasi Merencanakan, melaksanalan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiutan bidang dan sub bidang;

¢. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kcpegawaia-n_;
keuangan administrasi data dan pelaporan;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan  system dan  prosedur, tata hubungan kerja, serta
permaslahan yang berkaitan de ngan organisasi dan ketatalaksanaan:

€. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan,

penggandaan dan pendistribusian;

memberikan pelayanan penerimaan tamu, pelayan kerumahtanggaan

lainya, kehumasan, protokeler dan melaksanakan kemanan kantor;

g melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja,
ruang rapat atau pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana
prasarana kantor;

f. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana kantor, dan melaksanakan pengadaan sarana prasarana
Kantor dan gedung;

1. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, dan
usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
iclaksanakan penatausshaan kepegawalan dan usulan pendidikar
dan pelatihan pegawai dan melaksanakan fasililasi penyusunan
informasi jabatan dan heban kenja;

—

k. menyelengparakan administrasi keuangan kantor, yang meliputi
membuat usulan pengajuan eaji perubahan gaji, pemotongan gaji,
pendistribusian gaji, dan pengajuan kekurangan gaji;

L menyiapkan bahan koordinasi dengan masing - masing unsur

organisasi  di  lingkungan kantor dalam rangka perencanaarn,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kantor;

m. mendclegasikan  tugas dan wewenang  kepada  bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancer;

n. menilai hasil kerja bawahan. dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi  hasil  kerjanya  untuk  bahan pertimbangan
nengembanean karir: dan
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2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. )

Pasal 6

Sekmetanat, terdin darn-

fpp

b

2)

Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kematan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi;

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi’ penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan
laporan dari masing-masing bidang pada Dinas;

b. pclaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliput
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dan masing-masing bidang pada Dinas;

c. pembagian pelaksanaan tugas percncanaan, evaluasi dan pelaporan
vang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pazal &

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi
keuangan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas;

b. pclaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;

€. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
Lugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tata
warkat, kepegawaian, kechumasan dan dokumentasi, perlengkapan,
perbekalan dan keperluan alat tulis serta raang perkantoran pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepepawaian menyelenggarakan fungsi:

2- perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
Serta ruang perkantoran;

5. pelaksanaan urusan tata warkag, kepegawaian, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta

ruang perkantoran; -

pembagian pelaksanaan tgas urusan tata warkal, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dar
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran; dan :
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
fugas dan fungsinya.

f

an

Bagilan Ketiga
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 10G

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas Mempunyai tugas
pokok memmimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas—tugas
d: bidang perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber
daya aparatur Satuan Polis; Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

=- penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan telnis
Perlindungan masvarakit;

b. penyusunan rencana pProgram dan rencana anggaran kerje di bidang
Perlindungan masyarakat: '

C. peclaksanaan Pembinaan Satlinmas, Bina Potensi Masyarakat dan
Ketahanan masyarakat;

d. penyelenggaran perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, ecvaluasi
dan pelaporan bidang Perlindungan Masyarakat;

€ pengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Perlindungan masyarakat: dan

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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Pasal 11

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

a
b.

=

1)

2)

L)

Seks: Satuan Perlindungan Masyarakat;
Scksi Bina Potensi Masyarakat;
Seksi Sumber Daya Aparatur,

Paragraf 1
Seksi Batuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fugas mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan
komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarskat dalam

penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan
ketcrtiban masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan telmis
Satuan Linmas;

b. mempersiapkan bahan perumusar. kebijakan Penyusunan rencana
program dan rencana anggaran kerja di bidangSatuan Linmas;

C. penyelenggaran berencanaan, peleksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan bidang Satuan Linmas;

d. pengelola urusan pemerintahan dan pelayenan umum dibidang
Satuan Linmas; dan

€. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 132

Seks1 Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas pokok
meksanakan penvusunan clan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi
masyarakat serta perlindungan masyaralet.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padsa ayat (1), Seksi

Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis di
Bidang Bina Potensi Masyarakat; -

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Penyusunan rencana
program dan rencana anggaran kerja di Bina Potensi Masyarakat;

c. penyvelenggaran perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan Bina Potensi Masyarakat;

d. pengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum diBina Potensi
Masyarakat; dan

e. prelaksanaan tupas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesual

R o EEE e L
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Paragraf 3
Seksi Sumber Daya Aparatur

Pasal 14

Scksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Sumber Daya Aparatur menyeienggarakan fungsi;

4. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis di
Bidang Pelatihan dasar dan teknis Fungsional; '

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Penyusunan rencana
program dan rencana anggaren kerja di BidangPelatihan Dasar dan
teknis Fungsional;

€. pengkoordinasi Pelaksanaan Tugas di bidang pelatihan dasar dan
Teknis Fungsional;

d. pelaksananan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja
pelatihan dasar dan teknis Fungsional; dan _

¢ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Ragian K_eempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai
tugas memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi
operasi, pengendalian dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Keteruban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

2 perumusan Jebjakan teknis dibidang bina ketenteraman, ketertiban
wimnum, dan kctahanan; ;

b. pengelola Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina
ketenteraman ketertiban umum, dan ketahanan;

€. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang bina ketenteraman
ketertiban umum, dan ketahanan; dan

d. puluksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 1G

g Kerertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
Seksi Operasional dan Pengendalian;

Seksi Ketertiban Umuim:

Seks: KEerjasama.
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Paragraf 1
Seksi Operasional dan Pengendalian

; Pasal 17

{1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi  dan  melaporkan
pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian  ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

(2]  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Seksi

! Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;

: 4. perumusan kebijakan teknis dibidang Oprasional dan pengendalian
ketenteraman ketertiban umum, dan ketahanan;

b. pengelola Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang
Oprasional dan pengendalian ketenteraman ketertiban wmiun, dan
ketahanan;

¢. pelaksanaan kegiatan bidang Oprasional dan pengendalian
ketenterainan, ketertiban umum, dan ketahanan: dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Ketertiban Umum

Pagal 18

Il Seksi Ketertiban Umum niempunyal tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan meclaporkan pelaksanaan tugas
ketertiban umum. i

<l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana dan program kerja Pengawasan ketertiban
mum; )

b. pelaksanaan Ipen}usunan bahan  kebijakan teknis fasilitasi
Pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masvarakat;

¢. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan dats kegiatan Pengawassn
kerertiban umum dan Kelentleraman masyarakal, dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang scsuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Beksi Kerjasama
Pasgal 19
Seksi  Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, mengevaluasi dap melaporkan pelaksanaan tugas
kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
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.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Seksi

Kerjasama menyelenggarakan fungsi: 3

&. penyampaian bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
kerjasama;

®. pengelolagn urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
kerjasama;

€. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang kerjasama; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 20

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai
tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan
mempertanggungjawabkan tugas—tugas di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan,
penylluhan, penyelidikan dan penyidil-an.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penegakan -Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan

fungsi: :

4. perumusan bahan Keijakan Pengawasan dan penyuluhan serta
penyelidikan dan penyidikan;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan dan
penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

d. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Penegakan
peraturan Perundang undangan: dan

€. mclaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan.

1

Pasal 21

Zudang Penegalean Peraturan Perundang undangan Daerah, terdiri dan:

Seks: Pumnbinaan dan Penyuiuhan:
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
Seksi Pengawasan.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

FPasal 22

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pembinaan dan penyuluhan pencgakan peraturaan
perundang-undangan daerah.



PDF Compressor Free Version

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: '

& penyiapan Bahan dallam perumusan teknis bidang Pembinaan dan

Penyuluhan;

pengelolaan urusan pemevintahan dan pelayanan umum dibidang

Pembinaan dan Penyuluhan: -

°. penyiapan bahan dan Pelaksanaan Pellyusunan perencanaan program
dan Anggaran Kerja Pembinaan dan Penyuluhan:

% pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan dan
penyuluhan;

. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Pembinaan
dan penyuluhanPenegakan peraturan Perundang undangan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberiken oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnvya,

e

Paragraf 2
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 23

Seksi Penyelidikan dan Penvidikan mempunyai tugas merencanakan,
msngkoordigaaikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturun Perundang-undangan
Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Penyelidikan dan Penvidikan Inenyelenggarakan fungsi:

2. penyiapan Bahan dallam perumusan teknis bidang penyidikan dan

penyelidikan;

pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

penyidikan dan penyelidikan;

¢. penyiapan bahan dan Peluksanagn penyusunan perencanaan program
dan Anggaran Kerja di bidang penyidikan dan penyelidikan;

d. pcmbinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang penyidikan dan’

penyelidikan;

pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang penyidikan

dan penyelidikan Penegakan peraturan penundang-undangan; dan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

&

m

Paragraf 3
Seksi Pengawasan

Pasal 24

Seksi Pengawasan mempunyai  lugas raerencanakan, mercncanakan,
mengkoordinasilean, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengawasan menyelenggarakan fungsi: '

a. penyiapan Bahan dallam perumusan teknis bidang Pengawasan;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pengawasan;

C. penyiapan bahan dan Pelaksanaan pényusunan perencanaan program
dan Anggaran Kerja Penpawasan:

d. pembinaan dan pelaksanaan tuges di Bidang Pengawasan:

€. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Iengawasan
Penegakan peraturan Perundang undangan Daerah; dan

. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Biduang Pemadam Kebakaran mempunys tugas memimpin,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan
tugas—tugas di bidang Pemadam Kebakar yang meliputi Pencegahan,
Pelatuhan, Penyuluhan, peningkatan  sarana  dan prasarana,
pengendalinan Kebakaran dan penvelamatan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

= perumusan bahan Keijakan Pencegahan, Pelatuhan, Penyuluhan,

peningkatan sarana dan prasarana, pengendalinan Kebakaran dan

penyelamatan; '

pengelolaan urusan Pencegahan, Pelatuhan, Penyuluhan, peningkatan

sarana dan prasarana, pengendalinan Kebakaran dan penyelamatan;

pembinaan dan pelaksanaun tugas i Bidang Pencegahan, Pelatuhan,

Penyuluhan. peningkatan sarana dan prasarana, pengendalinan

kebakaran dan penyeclamatan;

d. pelaksanaan pelaporan dan pernyusunan kinerja bidang Pencegahan,
Pelatuhan, Penyuluhan, peningkatan sarana dan prasa rana,
rengendalinan Kebakaran dan penyelamatan; dan

or

(]

nelaksanaan rugas lein yang dibenkan oleh alasan langsung sesuai
engan fugas dan fungsinya.

Pasal 26

=2ang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

eksi Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran;
£xs] Sarana dan Prasaranz Kebakaran;
<ksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan,
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Paragraf 1
Seksi Pencegahan, Pelatihan danp Penyuluhan Kebakaran

Pasal 27

1} Seks:i Pencegahan, Pelatihan dan Penvuluhan Kebakaran mempunyai
tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan Penyuluhan, monitoring
can evaluasi kebakaran, pembinaan tethadap peran serta masyarakat
dibidang  usaha pencegahan, penanggulangan  kebakaran  serts
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan teknis,

= Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pencegahan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan
fungsi:
= penylapan Bahan dulam perumusan teknis bidanchncegahm,
pelatihan, dan Penyuluhan Kebakaran:
5. pengelolaan urusan Bidang Pencegahan, pelatihan, dan Penyuluhan
Kebakaran:
penyiapan bahan dan Pelaksanaan penyusunan perencanaan program
dan Anggaran Kerja di bidang Pencegahan, pelatihan, dan Penyuluhan
Kebakaran; ;
= pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan, pelatihan,
dan Penyuluhan Kebakaran;
pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Pencegahan,
pelatihan, dan Penvuluhan Kebakaran; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch kepula dinas sesuai
denigan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran

Pasal 28

& Untuk melaksanakan fUgas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
“=f4f= dan Prasarana Kebakaran menyelenggarakan langsi:

penviapan Bahan dalam perumusan  teknis bidang Sarana dan

Prasarang kebakaran:

= Ppengelolaan urusan Bidang Sarana dan Prasarana kebakaran;

=~ penviapan bahan dan Pelaksanaan penyusunan perencanaan program
dan Anggaran Kerja di bidang Sarana dun Prasarana kcbakaran &

2. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Sarena dan

Prasarana kebakaran; dan

pelaksanaan tugas lain yang dikerikan olch Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

—
i
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Paragraf 3
Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 2'.5!

Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fugas pokok
menyiapkan datg pendukung Pengendalian Kebakaran dan Penyclamatan,
membantu pimpinanan dinas dalam fungsi pengendalian Kebakaran dan
enyelamatan, penyiapan rencana Pengendalian Kebakaran dan
“eryelamatan serta penyiapan bantuan tenaga atau personil untuk
mendukung Pengendalian kebakaran dan penyelamatan bencana lain.

¥ B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Seksi

Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

2. penylapan Bahan dalam perumusan teknis bidang Pengendalian
rebakaran dan Penyclamatan:

= pengelolaan  urusan Bidang  Pengendalian Kebakaran dan
Penyelamatan;

= penyiapan bahan dan Pelaksanaan PENyuUsuUnan perencanaan program
‘an  Anggaran Kerja di bidang Pengendalian  Kebakaran dan
Penyelamatan;

2. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan kinerja bidang Pengendalian
Aebakaran dan Penyelamatan; dan

= pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang,

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksang Teknis Dinas
Pasai 30

- Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Satuan Polisi
“among Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk UPT pada Dinas
sesuai dengan kebutuhan;

-~ Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana
= ! 5 . .

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

tersendiri sesvial dengan peraturan perundang-undangan yang berlala;,

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Helompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokak melaksanakan
sebagian kegiatan Dinas sccara prolesional sesuai dengan kebutuhan.

- EKelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,
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Pasal 32

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31
peraturan ini, terdiri atas sejumlah tecnaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

(2) Setap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olch
Seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional
yang ada di linglkiingan Dinas,

(3} Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayal (1) pasal ini
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Uraian Tugas

Pasal 33

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Bagiun Kesatu

Umum
Pasal 34

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satuy
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

{(2) Pelaksanzan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang Satuan Polis; Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran kegiatan aperasionainya diselenggarakan oleh Kepala Bidang,
dan Kcpala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.

3} Kepaia Dinas baik teknis Upcraswnal maupuan telmis administ ratif berada
dibawah dan"bertangpungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
dan dalam melaksanakan Mugasnya menyclenggarakan hubungan
fungsional dengan instansi vang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisast di lingkungan Dinas, dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi.

(5} Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin
dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan.
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EBagian Kedua
Pelaporan

Pasal 35

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan
tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,

(2} Setiap pimpinan satuan arganisasi di linglkungan Dinas wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dar
bawahan, wajibh diolah dan dipergunakan schagai Lzhan pertimbangan
lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

[4) Pengaturan mengenail jenis iaporan dan cara penyampaiannya,
berpcdoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlalk.

Bagian Ketiga
Hak Mewalili

f Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris
Dinas, apabila Képala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwalkili
oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB YV
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakarn
pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAE VI
KEUANGAN

Pasal 38
(1)  Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan
Pemecpang Kas.

(2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39 -

| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko

pada WBEQDIE
: /,Btr ATI MUKO o,

[

-

{:‘//’//7,. -

o
CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pagla tanggal 22 nrsemper 2016

8 ARIS DAERAH,

5 I

BERITA NAERAH XKABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 2%
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